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Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Sak
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Komulasi

Pengasuhan Anak (Hadhonah) antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Siak,
30 November 1994, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di
XXXXXOOKXXXXXXXKXKKKKXKX, Kabupaten

Siak dan dalam Hal ini beralamatkan elektronik

dan email XXXXXXXXKXXXXKX sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi,
11 September 1989, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX,
Kabupaten Pelalawan, Kerinci Kiri, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Sak,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah NO XXXXXXXXXXXX
tertanggal 13 Desember 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum/sudah
dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I, lahir tanggal 19 April 2016
2. Anak ll, lahir tanggal 16 April 2019
Bahwa Kedua Anak Tersebut sekarang Dalam Asuhan Penggugat

4. Bahwa setelah Manikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Siak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada Mulanya
Berjalan Harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan Pertengkaran secara Terus Menerus disebabkan oleh
karena;

a) Tergugat melakukan judi online secara terang-terangan

b) Adanya hutang tanpa sepengetahuan saya

c) Sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami
d) tidak adanya keterbukaan dengan istri, sering Berbohong

e) selama enam bulan tidak ada menafkahi anak-anaknya

f)  menjelek-jelakkan orang tua saya
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g) saya mengirimkan uang ke mertua sepengetahuan Tergugat tapi
Tergugat malah marah dan memaki saya

h)  sudah tidak ada lagi kecocokan

i) Mengukit Kewajiban yang Harusnya menjadi tanggungjawabnya

7. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat telah Pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat /Tergugat pergi
dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa warahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena

perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat
terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi Terus menerus
dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah
memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar
hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat)

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
- Anakl
- Anakll

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara
in person hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 12 November 2024 dan 5 Desember
2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas
ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat,
sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik
pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan, dan ternyata telah lengkap

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha
optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum
pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan
mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus
memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha
tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan,
sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
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Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
dikecualikan dalam perkara a quo;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan
tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada
tanggal 07 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal
07 November 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan
maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka
tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa:
1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
XXXXXXXXxxX tertanggal 13 Desember 2014, yang aslinya dikeluarkan
oleh KUA Kec. Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,, telah
di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,
kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda "P.1", tanggal, dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK |, NOomor XXXXXXXXXX,
yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kec. Lubuk Dalam, tanggal 13 Juni 2016, telah
di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda “P.2” diberi tanggal dan
diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Il Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Siak, tanggal 3 Juli 2019,
telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda “P.3” diberi tanggal

dan diparaf

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, Saksi |, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX  Kabupaten Siak Provinsi Riau, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

— Bahwa Saksi adalah Abang Sepupu Penggugat;

— Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah
menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXXXXXXX Sejak Desember 2014;

— Bahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis,
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

— Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Siak;

— Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;

— Bahwa Saksi tahu jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sering cekcok dan
bertengkar dan keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan
dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebangai suami istri;

— Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan anak dan
istrinya di kediaman bersama sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu
sampai saat ini;

— Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan
Tergugat namun hanya dengar dari cerita Penggugat saja bahwa mereka
sering cekcok;

— Bahwa sepengetahuan saksi sebab ketidakharmonisan Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering main game di Hape ;

— Bahwa Saksi tidak tahu perihal judi online dan masalah nafkah;

— Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai satpam di Pelalawan;

— Bahwa saksi tahu kedua anak yang dalam asuhan Penggugat dalam

keadaan baik dan sehat;
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— Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai staff kantor desa untuk
menghidupi dirinya dan anak-anaknya;

— Bahwa saksi tahu sudah ada upaya mediasi dari orang-orang Terdekat
dan keluarga namun tidak berhasil;

— Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak
berhasil;

Saksi 2, Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX
XXXXxxxx Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Penggugat;

— Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah
menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXXXX sejak Desember 2014;

— Bahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis,
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

— Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di XXXxXXXXXXXXXxXxxxxx, Kabupaten Siak;

— Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan keluarganya;

— Bahwa Saksi tahu jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sering cekcok dan
bertengkar dan keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan
dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebangai suami istri;

— Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan anak dan
istrinya di kediaman bersama sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu
sampai saat ini;

— Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan
Tergugat namun saksi pernah dengar dari Tergugat yang meminta

kepada saksi untuk bisa didamaikan lagi dengan Penggugat;
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— Bahwa saksi mendengar pengakuan Tergugat cekcok dengan
Penggugat karena Tergugat suka main judi online, sehingga kurang
memberi nafkah dan punya banyak hutang tanpa sepengetahuan
Penggugat;

— Bahwa Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai satpam di Pelalawan,
dengan penghasilan UMR atau sekitar lebih dari 3 jutaan;

— Bahwa saksi tahu kedua anak yang dalam asuhan Penggugat dalam
keadaan baik dan sehat;

— Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai staff kantor desa untuk
menghidupi dirinya dan anak-anaknya;

— Bahwa saksi tahu sudah ada upaya mediasi dari orang-orang Terdekat
dan keluarga namun tidak berhasil;

— Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat
tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian
Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang

telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan
menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala
sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan
Pasal 146 R.Bg juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
junctis Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut
Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir
menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal
12 November 2024 dan 5 Desember 2024 Masehi, dan ketidakhadirannya
tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh
karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat kumulasi
dengan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang mana hal tersebut termasuk
dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama lIslam, maka
berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi dengan
hadhanah, yang mana sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal
7 ayat (2), (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
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Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk kumulasi gugatan harus
memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat, maka berdasarkan ketentuan
tersebut Majelis Hakim berpendapat kumulasi antara Cerai Gugat dengan
hadhanah dapat dibenarkan secara hukum karena antara Cerai Gugat dan
hadhanah masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian
dengan gugatan hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat
hubunganya, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi yang demikian dapat
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat
tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut, telah tidak
ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, benar atau patut diduga
benar Penggugat beralamat di Kabupaten Siak, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah benar Penggugat mengajukan di
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapaura, maka mengadili perkara a quo menjadi
kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006
dan terakhir dengan Undang-Uandang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
junctis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara
elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa
kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis
Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan
kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara
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elektronik/ e_litigasi, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya
Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan
mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, akan tetapi meskipun
Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara
dan mengikuti persidangan secara elektronik/ e_litigasi, karena perkara ini
didaftarakan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara a quo
dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan
Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik juncto ketentuan angka Il huruf C Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan
jadwal persidangan elektronik (court calender) hingga pembacaan putusan
yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di
persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal
21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto
Ketentuan angka Ill romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk
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Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b]
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat
mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan
Penggugat tertanggal 07 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA
Sak tanggal 07 November 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan
tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah

a. Tergugat melakukan judi online secara terang-terangan

b. Adanya hutang tanpa sepengetahuan saya

c. Sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan suami

d. tidak adanya keterbukaan dengan istri, sering Berbohong

e. selama enam bulan tidak ada menafkahi anak-anaknya

f. menjelek-jelakkan orang tua saya

g. saya mengirimkan uang ke mertua sepengetahuan Tergugat tapi

Tergugat malah marah dan memaki saya

h. sudah tidak ada lagi kecocokan

i. Mengukit Kewajiban yang Harusnya menjadi tanggungjawabnya

j-  Puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Mei tahun 2024 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat telah Pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat /Tergugat pergi
dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu penggugat
dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
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Tergugat tida pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan
tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok
perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi
mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan
mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg
jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari
kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu
Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3, dan dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama secara Islam, dan belum pernah
bercerai menurut hukum sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3. berupa Fotokopi Akta Kelahiran
atas nama ANAK | dan ANAK Il, yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa bahwa
anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 yaitu dua orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi

Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi
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keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak
terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176
R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi
Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa
yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian
dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut
menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan
Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan
saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran
serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim
menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang
saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus
dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi
yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan
bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah didamaikan menunjukkan hati
suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya
pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat,
dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat,
serta fakta dari keterangan kedua saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah
diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah
yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
sejak 13 Desember 2014;
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— Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak bernama; Anak I, lahir tanggal 19 April 2016 dan Anak Il bin
Ridwan Darmawan, lahir tanggal 16 April 2019;

— Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi baik dalam asuhan
Penggugat sebagai ibunya dan keluarganya;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan lamanya
dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan
suami-istri;

— Bahwa yang menjadi penyebab Percekcokan dan perpisahan Penggugat
dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi online sehingga
laali dalam memnuhi tanggung jawabnya memberi nafkah kepada
keluarganya dan punya banyak hutang;

— Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai satpam dengan penghasilan
sesuai UMR atau sekitar kurang lebih 3 juta rupiah;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh
keluarga, dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta hampir tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah memilih wanita
idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013
Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka
(4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak
berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu
pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami
istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang

ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan
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lain-lain”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum
yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah (broken marriage), oleh karenanya Majelis Hakim menilai
ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018
Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A
angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa
“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi
Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam
mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut
pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat
dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator
yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan
dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah
mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim
menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken
marriage), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi
perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga
sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan
maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam
Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang berbunyi;
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Artinya :‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak
juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang
berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa
keadilan, sebagaimana dalam kitab Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq,

halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
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Artinya: ‘“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara
yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa
keadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa :
“suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,
dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan
sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan
cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
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ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai
Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

adalah talak bain shugra;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz
VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;
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Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah
pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da al dukhul), maka bagi
Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal
153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura adalah talak satu ba’in shughra, maka sebagaimana

ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas
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istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas
suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang
Gugatan Hadhanah Penggugat petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan
para saksi, dan diperoleh fakta dipersidangan bahwa kedua anak Penggugat
dan Tergugat saat ini secara nyata berada dalam asuhan Penggugat sebagai
ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti anak
itu adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99
huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara
secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab
kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut
berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya
telah putus atau bercerai;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomorl Tahun
1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batas usia
anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang
anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah

melangsungkan perkawinan”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan
"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz
atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang
sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau
ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama figh bahwa dalam
menentukan pemegang hak asuh anak (hadhanah) harus memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283,
hadits nomor 3376, yang berbunyi:
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Artinya: “Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada
Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutkulah yang
mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku tempat
penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud
memisahkannya dariku?” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih
berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi’;

b. Kitab Al-lgna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja’, Juz 1l halaman 195 sampai
dengan 196 sebagai berikut:
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Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat;
merdeka; beragama Islam; fffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal
tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak

bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak

hadhonahnya itu.;
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c. Kitab Bajuri juz Il halaman 198 sebagai berikut:
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Artinya: Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan

amanah (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak

terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah

bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang
meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan
anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan
agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan Penggugat dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan
beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami.
Disamping itu Penggugat bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman
dengan anak yang diasuh dan Penggugat terindikasi kuat memiliki sifat iftah
(dapat dipercaya), hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal
dengan Tergugat, Penggugat telah mengasuh dan mendidik anak tersebut
dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan
baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan
baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu
kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak
pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak
tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhin);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga)
telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh anak ada pada
Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum
Kamar Agama disebutkan “dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah)
harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (hadhanah)
memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak
(hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum,
Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses
kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak
(hadhanah). Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Penggugat
sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) agar memberi akses kepada
Tergugat sebagai Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih
sayangnya kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses
tersebut kepada Tergugat maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat
sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (hadhanah) yang ditetapkan
kepada Penggugat;

Menimbang meskipun terkait nafkah anak tidak diminta namun demi
kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan
nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam
asuhan ibunya

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya,
namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup
minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana
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ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal
149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah
syar’iyyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz Il halaman 177 yang
artinya:“Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya”

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri
menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan
syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum
pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh
kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim
menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus
ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 20 % (dua
puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang
menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai security/satpam perusahaan
yang memiliki penghasilan sesuai dengan UMR setempat atau kurang lebih 3
juta rupiah. Maka, jika dihubungkan dengan estimasi kebutuhan hidup anak di
kabupaten Siak diluar Pendidikan dan kesehatan, Majelis secara ex oficio akan
memutus sendiri besaran nafkah untuk 2 orang anak yang logis;

Menimbang, walaupun adanya keterangan yang menjadi penilaian awal
oleh majelis Hakim karena tidak didukung oleh akta-akta autentik seperti slip
gaji dan lainnya mengenai penghasilan Tergugat, namun jika dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut
kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan
kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, dan atas dasar
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kewajiban tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Tergugat dari
memenuhi kewajibannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim menetapkan sendiri, bahwa Tergugat dibebankan
untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama Anak I, lahir
tanggal 19 April 2016 dan Anak II, lahir tanggal 16 April 2019, minimal
sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa
atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan
kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Penggugat, pada angka 4
(empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

4. Menetapkan anak yang bernama; Anak I, lahir tanggal 19 April 2016 dan
Anak I, lahir tanggal 16 April 2019, berada di bawah pengasuhan dan
pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu
kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk
bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak melalui Penggugat untuk

anak yang bernama Anak |, dan Anak Il, setiap bulannya minimal
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sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut
dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan
dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Siswanto, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc dan Susi Endayani,
S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Siswanto, S.H.l, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Deded Bakti Anggara, Lc. Susi Endayani, S. Sy

Panitera,

Zetti Agmy, S.Ag.
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Perincian biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Relaas Pertama Penggugat : Rp10.000,00
c. Relaas Pertama Tergugat : Rp10.000,00
d. Redaksi : Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan Penggugat :RpO

4. Panggilan Tergugat (2 kali) : Rp560.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp280.000,00

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Zetti Agmy, S.Aqg.
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